BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proyek Pembangunan Perumahan oleh PT. Cipta Satiti
1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul, dengan menitik
beratkan pada PT. Cipta Satiti sebagai perusahaan pengembang yang
melaksanakan pembangunan perumahan di Dusun Wanujoyo, Desa
Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, serta Dinas Perizinan
Kabupaten Bantul. Adapun objek yang diteliti adalah pelaksanaan perizinan
pembangunan perumahan tersebut. Oleh karena itu, sebelum menguraikan
tentang gambaran umum PT. Cipta Satiti perlu diuraikan terlebih dulu
gambaran umum Kabupaten Bantul sebagai wilayah pelayanan perizinan yang
ditanggungjawabi olah Dinas Perizinan Kabupaten Bantul.
a. Gambaran Umum Kabupaten Bantul
.1) Letak Geografis Kabupaten Bantul
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai lima
Kabupaten dan satu Kotamadya, salah satu kabupaten tersebut qdalah
Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah

Kabupaten Bantu! terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagién
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Barat, serta kawasan pantai di sebelah Selatan. Kondisi bentang alam
tersebut relatif membujur dari Utara ke Selatan. Secara geografis,
Kabupaten Bantul terletak antara 07°44°04” 08°00°27” Lintang Selatan
dan 110°12°34” - 110°31°08” Bujur Timur. Di sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah Utara
berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di
sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di
sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Peta

administratif Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagaimana berikut.
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Secara administratif terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa dan 933
pedukuhan. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan
statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan
(urban area). Kecamatan Dlingo mempunyai wilayah paling luas, yaitu
55,87 Km2. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak
terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72
pedukuhan. Berdasarkan RDTRK dan Perda mengenai batas wilayah
kota, maka status desa dapat dipisahkan sebagai desa perdesaan dan

perkotaan. Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah

‘perkotaan sebanyak 41~ desa, sedangkan desa yang termasuk dalam

kawasan perdesaan sebanyak 34 desa. b
Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul tidak dapat dilepaska_n dari sejarah Yogyakarta sebagal
kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya.
Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan, antara lain
perlav;zanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya
pertabanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro
di’ Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia, yaitu

Adisucipto dengan pesawatnya yang jatuh ditembak Belanda di Desa

Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya
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(1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini
pula yang menjadi basis, “Serangan Oemoem 1 Maret” (1949) yang
dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Tittk awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah
perjuangan g1g1h Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas
di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam
perjuangan Diponegoro, Pemeritah Hindia Belanda kemudian
membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden
yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram,
Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak Kasunanan Surakarta
dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun
pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan
pembentukan wilayah administratif. |

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan
Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian
wilayah adr.ninistratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan
jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi
menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan Selatan,
Denggung untuk kawasan Utara, dan Kalasan untuk kawasan Timur.

Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta,
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(Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang
sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka
Kasultanan Yogyakarata bermama Raden Tumenggung Mangun
Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk
memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai
Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga
memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat
Bantul, mengingat Perang Diponegoro. dikobarkan tanggal 20 Juli
1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada
Usamu Seirei Nomor 13 sedangkan Stadsgemente Ordonantie dihapus.
Kabupaten Bantul memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri
(otonom). |

:Setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite
Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1945. Akan tetapi, di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang
tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-undang
Pokok Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1948. Selanjutnya,
pemerintahan mengacu Upada ﬁdang-undang Nomor 15 Tahun 1950

yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh
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Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten
Bantul pada saat ini telah mengalami kemajuan pesat diberbagai
bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang
menjabat sejak akhir‘ tahun 1999.
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
a) Visi

Visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah:

“Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis™. Visi
tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul
yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantu_lv
yang produktif, profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan
asri, sejahtera, dan demokratis. Uraian dari makna. yang
terkandﬁng dalam visi tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber
daya alam maupun sumber daya manusianya dapat
berproduksi éehingga mampu memberikan andil terhadap
pembangunan daerah.

(2) Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dan
berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di

bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini
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efisiensi pengpunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang
diperlukan.

Ijo Royo-Royo dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang
ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim
kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang.
Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul
bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih
dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka
mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat
di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar

. menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan

sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan
kemasyarakatan. yang tertib semuanya secara pasti,
berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-
undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

Aman dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan
tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya

keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini
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(6) Schat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan

(7

(8

)

dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi
masyarakat/ manusia yang menghuninya.

Asti dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa
dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan
kegiatan-kegiatan manusia vang menghuninya schingga akan
menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih
cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang berstandar
pada kreativitas manusiawi.

Sejahtera__dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat
Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.
Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat,
berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan
tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan

bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.

(10) Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul

senantiasa diwarnal oleh nilai-nilai religiusitas dan budi
pekerti yang Iuhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan

sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu,

tatari harme Adiartilran cerara 1rmim hahawra rmilaisnilar hahoe
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yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan
dalam interaksi sosial sehari-hari.
b) Misi
Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional

organisasi (Pemerintah) yang diwnjudkan dalam produk dan
pelayanan, sehingga dapat mengikuti i1:ama perubahan zaman bagi
pihak-pihak yang berkepintingan bagi masa mendatang. Sebagail
penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi
mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dila_ksanakan
untuk pencapaian visi. Dengan adanya pernyataan misi organisasi,
maka akan dapat dijelaskan mengapa “organisasi eksis dan apa
maknanya pada masa yang akan datang. Adapun MISY Kabupaten
Bantul sesuail RPJMD tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut.
(1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola

pemerintahan yang empatik
(2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul

yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian

Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

(3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan

. Ao ndma
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berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan
masyarakat yang responsif gender
(4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan
memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
b. Gambaran Umum Dinas Perizinan Kabupaten Bantul
1) Profil Dinas Peﬁzinan Kabui)aten bantul
Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan membuka
peluang investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi bagi
masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul memandang perlu
untuk melakukan perubahan terhadap sistem pelayanan perizinan
dengan pola vpelayanan satu pintu. Paradigma bahwa Pemerintah
adalah pelayan sedangkan masyarakat adalah pelanggan (customer)
yang harus dilayani secara prima, dengar; menghilangkan kesan
prosedur yar-lg'berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang
tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pésti dan petugas
yang tidak ramah.
Dinas Perizinan Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas yang beroperasi
sejak tanggal 2 Januari 2008. Lembaga ini dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tabun 2007 dan
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Dinas Perizinan, pelayanan perizinan di Kabupaten Bantul dipusatkan
di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA). Namun demikian,
seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, keberadaan
UPTSA dirasa masih kurang mampu memenuhi tuntutﬁn pelayanan
perizinan yang semakin prima. Sementara di sisi lain, kualitas
pelayanan perizinan dalam era otonomi daerah dan persaingan global
saat ini, bisa sangat menentukan eksistensi dan daya saing suatu
daerah.

Sesuai dengan visi Bantul Projotamansari Sejahtera
Demokratis dan” Agamis, semangat pembentukan Dinas Perizinan
adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang menginginkan proses pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat
waktu, bersih dan akurat. Dalam konteks yang 1ebih luas, peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kunci
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan. membuka
peluang investasi sebanyak-banyaknya di Kabupaten Bantul. Investasi
tersebut dipandang penting untuk memberikan konstribusi pada
percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang selama ini sebagian
besar masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Pada

"masa yang akan datang, sektor tersebut tidak bisa lagi menjadi andalan
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dengan pertambahan jumlah penduduk. Dinas Perizinan dibentuk
untuk menjawab permasalahan tersebut, sesual dengan paradigma
pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer)
yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
Visi dan Misi Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

Dinas Perizinan Kabupaten Bantul tentunya memiliki visi dan
misi yang dijalankan guna mencapai tujuan organisasi. Adapun visi
dari Dinas Perizinan Kabupaten Bantul adalah: “Dinas terpercaya
dengan pelayanan prima, integritas dan profesionalisme”. Untuk
mencapai visi tersebut, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul
menjalankan misiberikut.
a) Mewujudkan aparatur yang berkualitas.
b) Melaksanakan Pelayanan Prima di bidang Peﬁzinml.
c) Mengelola dokumen dan data perizinan dengan baik dan tertib.
d) Melaksanakan sistem informasi dan pelayanan secara elektronik.
¢) Melaksanakan pengawasan pengendalian dan penyelesaian

pengaduan secara cepat, tepat, adil, dan profesional.
Azaz pelayanan yang ditanamkan oleh Dinas Perizinan

Kaupaten Bantul dalam melayani masyarakat adalah: “Transparansi,

Akuntabel, Partisipatif, Kesamaan Hak, Efisien, Efektif,
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pelayanannya adalah “Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian dan

Tanggung Jawab”. Manfaat dari izin vang diberikan oleh Dinas

Perizinan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

a)

b)

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO) masuk
dalam kategori ini. Jika suatu usaha tidak ‘mempunyai Izin
Gangguan maka dapat merugikan/berbahaya bagi lingkungan.
Demikian juga jika bangunan tidak ber-IMB maka tidak sesuai
dengan ketentuan Tata Bangunan dan Tata Ruang. Begitu juga
berbagai jenis perizinan lainnya.

Adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Hal ini sangat penting karena jika suatu saat terjadi

sengketa/kasus bisa dijadikan dasar hukum. Selain itu dengan

adanya izin maka pengusaha/masyarakat merasa aman dalam
menjalankan usahanya. |
Untuk Izin Usaha

Izin usaha memiliki manfaat yang sangat banyak, antara
lain:

(1) Memudahkan akses ke lembaga keuangan
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(3) Memudahkan kegiatan ekspor

(4) Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah

(5) Pencitraan merk, merk dagang, dan hak paten

(6) Memudahkan bérsinergi dengan program-program pemerintah

c¢. Gambaran Umum PT. Cipta Satiti

PT. Cipta Satiti adalah perusahaan pengembang vyang
menyelenggarakan proyek pembagunan perumahan di Dusun Wanujoyo,
Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pembangunan perumahan ini dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional,__
khususnya pembangunan perumahan. Selain itu, pembangunan perumahan
ini juga dilaksanakan untuk mencapai target penyediaan perumahan yang
telah ditetapk@ oleh pemerintah. Proyek ini merupakan respon
perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni
dengan harga terjangka;l oleh segala lapisan masyarakat. Dengan adanya
proyek tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat akan men'galami
peningkatan.

Proyek pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul diprakarsai
oleh .PT. Cipta Satiti. PT. Cipta Satiti mempunyai usaha yang bergerak

dalam bidang perumahan. PT. Cipta Satiti berkantor di jalan Godean 4,5
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dengan Akte Pendirian Nomor 104 Tanggal 7 November 1994, Penaggung
jawab perusahaan adalah Gandung Djumiyo, SE., yang menjabat sebagai
Direktur Utama.

Lokasi penyelenggaraan proyek perumahan yang ditujukan untuk
kalangan menengah ke bawah ini adalah di Dusun Wanujoyo, Desa
Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Lokasi proyek berada sekitar 12 Km dari Kota Yogyakarta.
Kondisi lahan yang dijadikan sebagai pemukiman ini cukup datar. Pada
awalnya, lahan ditanami dengan tanaman keras sehingga sangat
memudahkan dalam perencanaan lokasi perr_lpkiman yang sehat.

Sebelum melaksanakan pembangunan perumahan, PT. Cipta Satiti
tentunya melakukan analisis scbagai bahan pertimbangan bagi
perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan perumahan. Aspek
yang pasti mendapat prio.ritas utama dalam proses analisis ini adalah aspek
teknik. Aspek teknis mencakup kesesuaian lahan untuk konstruksi,
ters‘edianya sarana dan prasarana, serta pertimbangan lingkungan dala‘m
penyusunan studi kalayakan. Beberapa informasi yang dikumpulkan
dalam melakukan analisis terhadap aspek teknis adalah sebagai berikut.

1) Terseciianya lahan yang akan dilepas oleh pemilik dengan harga yang

wajar. Sesuai dengan program pemerintah, maka pembangunan rumah
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lapisan masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan kondisi
lahan yang merupakan sebagian besar tanah datar, sehingga biaya
pematangan tanah relatif menjadi murah. Hal ini pérlu dilakukan
mengingat harga dan biaya pematangan serta kondisi konmtur tanah
sangat menentukan terhadap harga juga rumah itu sendiri.

Kondisi lahan yang dipilih umumnya merupakan tanah darat dengan
tanaman keras, sehingga tidak menggusur lahan pertanian subur.
Lokasi yang dipilih merupakan daerah yang diperuntukkan untuk
pengembangan permukiman sesuai dengan RUTR yang diperoleh dari
Bappeda. Disamping itu, fasilit_qs listrik sudah sampai ke lokasi,
sehingga potensi tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan secara

maksimal dengan dibangunnya suatu komplek perumahan.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan

Perencanaan. dan pelaksanaan izin pembangunan perumahan di

Kabupaten Bantul diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantu! Nomor

05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan. Dalam peraturan

tersebut terdapat seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan pembangunan

perumahan di Kabupaten bantul. Pembangunan perumahan di Kabupaten

Bantul sendiri memiliki beberapa tujuan. Berdasarkan Perda Kabupaten bantul

Nomorﬁ 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, terdapat
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a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan;

b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran
penduduk yang proporsional melalul pertumbuhan lingkungan hunian
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan,
terutama bagi MBR;

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi
pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan, baik dikawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan
perumghan;

e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budays; dan

f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam
lingkungan yang schat, aman, se;asi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan.

Menurut ketentuan Perda Kabupaten bantul Nomor 05 Tahun 2013
tentang Penyelenégaraan Perumahan, pengembang yang akan membangun
perumahan harus memiliki beberapa izin, yaitu:

a. persc;tujuan prinsip;

b. kesesuaian aspek taté ruang;

c. izin klarifikasi atau izin lokasi;

d. pengesahan site plan;
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e. dokumen pengelolaan lingkungan hidup; dan
f. Ijin Mendirikan Bangunan.

Permohonan pembangunan perumahan di lokasi yang baru oleh satu
pengembang tidak diproses apabila pembangunan fisik rumah dalam
persetujuan prinsip sebelumnya belum mencapai 30% (tiga puluh persen).
Surat Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan
kegiatan usaha di suatu daerah. Izin prinsip menjadi salah satu izin yang harus
dimiliki oleh jenis usaha pengembang perumahan. Persyaratan dalam
mengajukan izin prinsip adalah melakukan pengajuan permohonan yang
ditujukan kepada Bupati Bantul melalui ¥antor Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) sesuai dengan jenis usaha pengembang
perumahan, yang dilampiri dengan: |
a. Foto copy KTP
b. Foto copy NPWP
¢. Foto copy Akta Perlldirian (untuk Badan Usaha)

d. Foto copy sertifikat tanah / bukti perolehan tanah
e. Foto copy lunas PBB
f. Surat tidak keberatan maéyarakat, tetangga/penyanding

g. Denah lokasi

111 B R
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i. disahkan oleh lembaga masyarakat / adat setempat
j.  Foto copy keanggotaan dari organisasi / assosiasi
k. Surat kesanggupan menjaga dan melestarikan lingkungan (Amdal,
UKL/UPL kajian Lalu Lintas perusahaan / usaha yang wajib memiliki)

I. Surat Kuasa pengurusan

Jangka waktu penerbitan ijin prinsip adalah selama 12 han kerja,
terhitung scjak segala persyaratan administrasi, tekhnis dan materialnya
terpenuhi. Biaya retribusi Jjin Prinsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. ;Q,etélah izin prinsip terbit, maka
dilaksanakan peninjauan terhadap kesesuaian aspek tata ruang,

Lokasi pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata
Ruang yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bantul pada saat ini belum
menetapkan Peraturan Daerah yang secara spésiﬁk mengatur t_entang
Perumahan. Peraturan yang berhubungan dengan Perumahan diatur dengan
beberapa Peraturan Daerah, diantaranya adalah Peraturan D.aerah Kahupaten
Bantul Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelojaan Air Limbah, Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung termasuk Perafuran Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul. Berangkat hal
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Perumahan. Oleh karena itu, dalam penyesuaian aspek tata ruang, disesuaikan
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bantul.

Setelah peninjavan terhadap kesesuaian aspek tata ruang dilakukan
izin klarifikasi atau ijin lokasi. Izin lokasi adalah izin peruntukan penggunaan
tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang
diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan
usaha penanaman modal. Izin lokasi diurus pada BPN dengan mengajukan
permohonan yang ditujukan kepada Bupati Bantul sesuai dengan jenis usaha

“»pembangunan perumahan, yang dilampiri dengan:
a. Akta Pendirian Perusahan yang telah mend."apat pengesahan
b. Foto copy KTP |
‘c. Foto copy NPWP
d. Surat permnyataan kesanggupan unt.uk melakukan pembebasan tanah serta
mengganti rugi pada p‘ernilik tanah dan atau menyediakan
tempatpenampungan bagi pemilik tanal/yang berhak atas tanah

e. Bank garansi / Refrensi Bank
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- Penanaman Modal Asing atau Dalam Negeri atau surat persetujuan

Prinsip dari Instansi

. Teknis untuk Badan Usaha yang tidak menggunakan Fasilitas Penanaman
Modal
Rekomendasi dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia apabila diperlukan
sesuai keadaan lokasi yang dimohon
Bukti sosialisasi / atau pernyataan tidak keberatan masyarakat yang
disahkan oleh lembaga masyarakat / adat setempat
. Surat Permnyataan Penyanding / Persetujuan Penyanding dalam radius
ketinggian menara telepon seluler dan menara radio
Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun (Proposal)
. Gambar Rencana Bangunan / Site Plan dan Peta Lokasi
. Surat  kesanggupan menjaga dan  melestarikan  lingkungan
(AMDAL,UKL/UPL, SPPL kajian Lalu Lintas perusahaan / usaha yang
Wajii:a memiliki)
. Aspek Penguasaan dan Teknis P;anatagunaan tanah (Aspek PGT) dari
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul

Jangka waktu penerbitan ijin selama 14 hari kerja, terhitung sejak

segala persyaratan administrasi, tehnis dan materialnya terpenuhi. Biaya
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yang berlaku. Setelah memperoleh ijin lokasi, selanjutnya dilakukan
pengesahan site plan.

Site plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi
tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana
fisik serta fasilitas lingkungan. Dalam perencanaan site plan, secara
keseluruhan, areal lokasi proyek terbagi dalam kelompok-kelompok atau blok
rumah berdasarkan tipe bangunannya. Letak perumahan tersebut mengikuti
pola-pola pusat lingkungan, yatu akan diupayakan agar perumahan
mengelilingi pusat lingkungannya masing-masing. Pada masing-masing
kelompok atau blok akan dibangur{vbeberapa unit rumah. Pemisahan antara
satu blok dengan blok lain dilakukan dengan batas jalan, baik jalan utama,
~ jalan kolektor, maupun jalan lingkungan. Pembentukan blok ini dimaksudkan
untuk memberikan kemudahan dalam proses sosial dan perencanaan fasilitas
lingkungan seperti air bersih dan taman terbuka. Site plan memuat rencana
penataan kawasan perumahan yang meliputi:

a. site plan, yang menunjukkan rencana .pemanfaatan site, rencana tapak
bangunan

b. dan rencana tipe bangunan/luas_ kapling;

¢. rencana drainase;

d. rencana air limbah,;

~ Lt e Wl o s ] ﬂar-oomﬂqhon'
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f. rencana penerangan;

g. rencana sarana lingkungan perumahan;
h. rencana utilitas umum; dan

i. gambar teknis bangunan.

Perencanaan teknis perumahan berupa proposal dan site plan harus
mendapatkan pengesahan dari SKPD yang membidangi urusan perumahan.
Pengembang yang mengubah site plan yang telah disetujui dan disahkan
wajib mendapatkan persetujuan perubahan site plan dari SKPD yang
membidangi urusan perumahan.

B Setelah pengesahan site plan, pengembang perlu melakukan
pengurusan dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan
hidup merupakan upaya untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
dilaksanakan dalam beberapa tahap kegiatan meliputi:

a. pra konstruksi;

b. saat konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.

Pengelolaan lingkungan hidup memiliki ketentuan tersendiri. Setiap
kapling perumahan yang dikembangkar; harus ditanami paling sedikit 2 (dua)

tanaman peneduh yang bermanfaat. Pemohon atau pengembang mengajukan

- ey ¥ 1
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UKL/UPL/AMDAL ke Badan Lingkungan Hidup. Mekanisme pengajuan
dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Dokumen pengelolaan
lingkungan ini merupakan salah satu syarat diterbitkannya Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Oleh karena itu, setelah memperoleh dokumen pengelolaan
lingkungan, perusahaan pengembang perumahan dapat melakukan pengurusan
IMB. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang di berikan oleh Pemerintah
. Daerah kepada orang pribadi atau badan yang untuk mendirikan bangunan
agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan tata ruang
yang beriaku. b

Dalam melaksanakan pembangunan perumahan, pengembang tentunya
perlu mempgrhatikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan. Untuk me:'njaga
keindahan dan ketertiban komplek, maka letak bangunan dibuat berjarak 3
meter dari sisi jalan. Dengan demikian, penghuni peruhaman nantinya akan
dapat membuat taman di halaman rumah dan Hapat mengembangkan

bangunan belakang. Sesuai dengan feasibility study yang telah dilaksanakan

dan mengacu pada suatu persyaratan tata lingkungan yang ideal, maka
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a. 60% dari lahan yang ada akan diperuntukkan kavling dengan perkiraan
luas bangunan sebesar 40% dari luas permukaan kavling atau 26% dari
luas lahan yang ada.

b. 40% dari Inas lahan yang ada akan diperuntukkan prasarana seperti jalan
dan prasarana saluran dan ruang terbuka.

Dari luas lahan yang dialokasikan untuk pembangunan tersebut, maka
diharapkan dapat dibangun sebanyak 70 unit rumah tipe 36 dengan luas tahan
75 m?. Selain itu, terdapat 21 unit rumah tipe 54 dengan luas tanah 108 me.
Pengembangan komplek perumahan ini memerlukan lahan seluas 13.000 m®.
Konsep pengembangan perufhahan ini terdiri atas 2 komponen utama dengan
rincian sebagaimana berikut.

a. Komponen perumahan

b. Sarana jalan dan saluran air hujan

PT. Cipta Satiti juga melakukan perencanaan mengenai sarana dan
prasarana yang disediakan bagi konsumen perumahar; Griya Piyungan Asri.
Fasilitas bangunan lainnya yang disediakan antara lain sebagai berikut.

a. Bak Sampah

Setiap rumah disediakan bak sampah yang terbuat darl tong

(drum). Pengadaan bak sampeah ini dimaksudkan agar penghuni
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b. Tanaman Peneduh

d.

Setiap sisi jalan, baik jalan utama, jalan kolektor, maupun jalan
lingkungan, akan ditanami tanaman peneduh. Jenis tanaman yang akan
dipilih adalah tanaman pendek dengan daun yang rindang (teduh).
Peneneman pohon dimaksudkan untuk menunjang program pemerintah
dalam penghijauan untuk menjaga lingkungan.

Septik Tank dan saluran Air Hujan

Setiap rumah disediakan septic tank yang terletak di suddut depan
rumah. Hal ini untuk memudahkan penyedotan apabila sudah penuh.
Saluran air akan dibangun pada setiap sisi jalan, baik jalan utama, jalan
kolektor, maupun jalan lingkungan, yang selanjutnya akan disalurkan pada
aliran yang sudah ada. )

Tiang Bendera |

Setiap rumah akan disediakan tiang bendera setinggi 3 meter.
Tinag bendera tersebut texl“buat dari pipa besi dengan finish cat lengkap
dengan dudukannya.

Air Bersih
Setiap rumah akan dilengkapi dengan sumur gali. Sumur ini selain

untuk keperluan minum, juga untuk keperluan mandi dan mencuci.

Sebagaimana sarana di atas, PT. Cipta Satiti” juga memberikan

L L NN T -4
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a. Jalan Utama

Adapun yang dimaksudkan sebagai jalan utama adalah jalan
penghubung dari lokasi proyek ke jalan umum, menuju wilayah lain.
Lebar jalan umum yang sudah ada dibangun adalah 7 meter dan akan
diaspal dengan cara penetrasi.

b. Jalan Kolektor dan Jalan Lingkungan

Jalan kolektor adalah jalan yang menghubungkan antara jalan
linglcungal} dengan jalan utama, dengan lebar 7 meter, sedang jalan
lingkungan adalah jalan yang menghubungkan unit rumah dengan jalan
kolektor dengan lebar 5 meter dari paving block.

c. Sarana Penerangan
| Perumahan Griya Piyungan Asri dibangun pada daerah yang telah
dijangkau oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sesuai dengan program-
program PLN, penerangan di komplek perumahan akan menjadi prioritas,
maka penyediaan listrik di komplek perumahan ini dengan mudah dapat

dipenuhi.

Untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan ini, tentunya
PT. Cipta Satiti juga melakukan perencanaan tethadap tenaga kerja yang
dibutuhkan. Tenaga kerja yang diperlukan antara lain adalah buruh kasar, ahli

banunan, dan administrasi. Tenaga kerja yang diserap akan diprioritaskan dari
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kemudian hari ada kebutuhan tambahan bagi tenaga kerja yang tidak
terpenuhi dari tenaga lokal ini maka akan diambil dari derah lain. Selain
tenaga ketja, lapangan usaha baru seperti tempat makan dan kebutuhan para
pekerja lainnya di sekitar lokasi proyek ini juga dapat dikembangkan. PT.
Clpta Satiti memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk
membuka usaha tersebut.

Calon konsumen PT. Cipta Satiti adalah dari PJKA dan diperuntukkan
bagi Pegawai Negeri Sipil maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cara kepemilikan rumah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui
pembelian cash dan melalui P_embelian secara kredit. Pembelian secara kredit
dapat dilakukan dengan uang muka minimal sebanyak 20% dari harga rumah.
Bagi Pegawai Negeri Sipil, keperluan uang muka diharapkan dapat dipenuhi
dari tabungan perumahan yang telah diprogramkan secar nasional.
Pengembangan komplek perumahan ini secara keseluruhan merupakan wujud
nyata atau partisipasi PT. Cipta Satiti dalam merealisasikan program

* pemerintah untuk pemukiman, terutama untuk golongan masyarakat
berpenghasilan rendah.
B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap penelitian pada
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Masing-masing tahap tersebut kemudian memiliki Jangkah-langkah tersendiri.

Skema pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat sebagaimana berikut.

1. Tahap Awal
Studi Studi Deskripsi
Literatur :> Pendahuluan :> Masalah
2. Tahap Penelitian Penyusunan
Proposal

Semiar Proposal C:]

J\. /E ' Penyusunan

. Instrumen
Evaluasi dan ..
Penelitian

Perbaikan Proposal

Pengurusan lzin Pengumpulan
Penelitian ‘———> Data Penelitian

— =
Data Penelitian
Terkumpul

3. Tahap Akhir V

Laporan Hasil Analisis Data dan

Penelitian <‘;_—_1 Interprestasi
Hasil Penelitian
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1. Proses Perizinan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul
Untuk merealisasikan proyek perumahan Griya Piyungan Asri, PT.

Cipta Satiti telah melaksanakan serangkaian prosedur. Prosedur yang akan
ditempuh adalah prosedur formal, sesuai dengan peraturan dan f;émndéhg-
undangan yang berlaku, Dalam pelaksanaan proyek ini, selain mengurus
perizinan secara formal, juga dilakukan konsultasi dengan pihak yang
berwenang mengenai master plan dan aspek tata ruang kepada Bappeda,
rekomendasi dari Dinas Pengairan bahwa tanah bukan lahan pertanian.
Perizinan selanjutnya setelah izin prinsip dikabulkan, yang diperlukan dan
segera dipersiapkan antara lain sebagai berikut.
a. Izin lokasi >
b. Pengukuran tanah dengan BPN untuk mengetahui luas tanah real (surat

ukur) |
c. Tzin ke BPN untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah
d. Izin ke BPN untuk pelepasan tanah untuk kepemilikan sertifikat HGB
e. lzin pengesahan site plan
£ 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)
g. Perizinan lain yang diperlukan

Untuk keperluan pengurusan perizinan, sebagaiman disebutkan di atas,

beberapa persyaratfin yang dilampirkan antara lain sebagaimana berikut.
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b. Surat pengesahan perusahaan oleh Menteri Kehakiman
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
e. Surat pernyataan kesediaan pemilik taﬂah untuk dijual
£ Surat pernyataan dari perusahaan tersebut untuk memberikan ganti rugl
atau pembelian tanah dengan harga yang wajar.
g. Surat-éurat tanah
h. Persyaratan lain yang diperlukan
Waktu pelaksanaan proyek pembangunan perumahan ini diperkirakan
selama 24 bulan. Pcnyeleséian administrasi pertanahan diselesaikan sebelum
tahap konstruksi ~dimulai. Kegiatan ini meliputi pembebasan tanah,
pembayaran ganti rugi, serta penegasan status hukum atas tanah. Dalam

pelaksanaannya, pembebasan tanah harus mendapat persetujuan dari Bupati
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Tabel 1.

Tahap Kegiatan Pembebasan Tanah
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No | Tahapan Kegiatan Sasaran Akfivitas Langkah
1. | Riset Peruntukan | Lokasi peruntukan tanah | Ke Bappeda  untuk
Tanah pemukiman pengurusan “Master
Plan”

2. | Lahan Potensial — Tanah untuk | — Ke Bappeda untuk
pemukiman memperoleh Petunjuk
lokast
_ Belum ada Developer | — Ke ~ BPN untuk
lain mengetahui ~ bahwa
lokasi masih bebas
— Persyaratan teknis — Survey lapangan
3 | Lahan memenuhi | — Harga tanah mentah di | - Ke  pemilik tanah
Syarat bawah plafon Bank untuk melakukan
penawaran dan bukti
hak milik
— Lokasi disukai oleh | — Riset konsumen dan
" konsumen alternatif ke Bappeda
~ Persyaratan — Ke pemilik tanah
perorangan  menjual |- .
dan izin tetangga
4. | Lahan Terpilih — Keputusan harga | = Ke pemilik tanah
untuk melakukan
_ penawaran akhir
— Pengukuran BPN — Ke BPN proses ukur
— Izin lokasi — Penyesuaian izin
: lokasi
5. | Lahan yang Akan | — Pembebasan tanah — Dengan pemilik
Dibangun melalui pembayaran
uang muka (pengikat)
— Pelepasan hak — Pelunasan

Sumber: PT. Cipta Satiti (2013)

Kondisi lahan yang ada pada saat ini merupakan tanah

topografi yang relatif datar.

1 » 1

darat dengan

Kondisi tersebut akan membantu dan
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besar. Pematangan tanah hanya dilakukan dengan meratakan tanah yang
terdapat di lokasi tanpa memerlukan tanah dari luar proyek. Pematangan tanah
dilakukan untuk mempermudah dalam penataan dan desain, serta untuk
menjaga keamanan. Pematangan tanah dilakukan dengan menggunakan alat-
alat berat seperti halnya bulldozer, dump truck, eskavator, dan ruller. Selama
proses pematangan tanah akan tetap berprinsip pada kelestarian lingkungan.
Hamparan tanah yang telah diratakan selanjutnya akan dilakukan pengukuran
untuk menentukan blok dan kavling tiap rumah sesuai dengan jumlah dan tipe
rumah yang akan dibangun setiap tahap. Dari hasil pengukuran ini selanjutnya
ditetapkan master plan secara keseluruhan. |

Rerdasarkan dokumen Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan
Perumahan PT. Cipta Satiti Nomor 593/2363 dapat diketahui bahwa izin
prinsip memberikan ketentuan kepada PT. Cipta Satiti setelah 1‘nempe_roleh
izin tersebut. ketentuan tersebut mencakup langkah-langkah selanjutnya,
sebagaimana berikut. |
a. Setelah mendapatkan izin prinsip, pemohon agar segera mengajukan 1zin

lokasi ke Kantor BPN Kabupaten Bantul.

b. Pembebasan hak dilakukan untuk dan atas nama PT. Cipta Satiti.
c. Pengembang berkewajiban menyediakan lahan makam bagi penghuni

perumahan.
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e. Mengajukan Izin Mendirikan Bangunan kepada DPU Bantul

f. Pengembang perlu memperhatikan kajian teknis, seperti:

1) Drainase lingkungan diarahkan ke barat (selokan buangan), sehingga
tidak mengganggu irigasi bagian selatan.

2) Mempertahankan penghijauan setempat, dengan ketentuan luas lahan
efektif maksimal 60% luas area.

3) Akses jalan di lingkungan perumahan tidak tertutup bagi masyarakat
luar.

g. Pengembang menyerahkan seluruh sarana prasarana dan fasiltas lainnya
kepada Pemerintah bantul, setelah selesai masa pqlgneliharaan dan
memenuhi persyaratan yang berlaku.

h. Pelaksanaan pembangunan fisik diharuskan tetap mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

1) Sesuai dengan Site Plan yang disetujui
2) Me¥natuhi persyaratan teknis bangunan, garis sempadan bangunan,
pagar, KDB, KLB, lebar dan konstruksi jalan yang telah ditetapkan.

i. Pengembang tidak diperkenankan mempromosikan kepad akonsumen
sebelum ada pengesahan site plan.

j. Pemberian persetujuan ini berlaku selama 12 bulan sejak tanggal

dikeluarkan, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang satu kali lagi
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k. Apabila dalam pembenan persetujuan di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Setelah izin prinsip diperoleh, langkah yang dilakukan PT. Cipta Satiti
adalah melakukan permohonan izin lokasi, melakukan pengukuran tanah
dengan BPN untuk mengetahui luas tanah real (surat ukur), mengajukan izin
ke BPN untuk mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin ke
BPN untuk pelepasan tanah untuk kepemilikan sertifikat HGB, serta 1Zin
pengesahan Site Plan. Izin lokasi diperolel oleh PT. Cipta Satiti berdasarkan
Keputusan Bupati Bantul Nomor 401.2/03/2002 tentang Pemberian Izin
I okasi Kepada PT. Cipta Satiti untuk Keperluan Pembangﬁnan Perumahan di
Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

| Pengukuraxf tanah telah dilaknsakan dengan Qurat Ukur Nomor
00700/Srimartani/200/2003. Pada surat. ukur fersebut tercantum lu_e;s
keseluruhan tanah sebesar 12.957 m?. Setelah mengajukan izin ke BPN untuk
mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah, PT. Cipta Satiti
memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 244/2003. Dalam
surat tersebut tercantum status kepemilikan tanah dan kepemilikan sertifikat.

Setalah pelapasan hak atas tanah dilaksanakan, PT. Cipta Satiti telah
memperoleh HGB dari BPN. Hal ini diberikan melalui Kaputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi Daerah Istimewa
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Atas Nama PT. Cipta Satiti Berkedudukan di Kabupaten Sleman Atas Tanah
Terletak di Kabupaten Bantul. Setelah memperoleh HGB, PT. Cita Satiti
dapat melakukan perizinan untuk memperoleh Site Plan dari Bappeda. PT.
Cipta Satiti memperoleh izin pengesahan Site Plan dari Bappeda Kabupaten
Bantul dengan Persetujuan Site Plan Nmor 05/SP/03. Site Plan perumahan
dapat dilihat pada Lampiran 3. Dalam Site Plan tersebut disetujui beberapa
ketentuan sebagaimana berikut.
o Jumlah kavling sebanyak 91 unit, dengan rincian sebagaimana berikut.
1) Tipe 36/75 sebanyak 70 unit
2) Tipe 54/108 sebanyak 21 unit
b. Perbandingan antara luas efektif antara kavling perumahan dengan luas
open space/prasarana adalah maksimal 65%.
c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di .masing-masng lokasi maksimal
50%.
d. Lebar jalan utama minimal 7 m, jalan lingkungan 5 m, dan drainase
komplek perumahan.
e. Disediakan sumur percsapan air, sesuai dengan japasitas 1uépan air yang
ada.

f Sistem sanitasi air kotor kavling tidak diperbolehkan dibuang ke saluran
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g. Buangan air hujan dialirkan ke saluran pembuang berikutnya atau sunga
dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam saluran irigasi.

h. Pengembang berkewajiban menyediakan lahan untuk makam dan atau
melakukan pendekatan dan kerjasama dengan Pemerintah Desa setempat
dalam penyelesaian masalah makam.

Selain izin prinsip, aspek tata ruang juga menjadi perbedaan perizinan
antara pembangunan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan izin
rumah tinggal biasa. PT. Cipta Satiti tentunya juga telah mengajukan
permolhionan rekomendasi aspek tata ruang kepada Bappeda Kabupaten
Bantul. Hal ini ditanggapi oleh Bappeda Kabupaten Bantul mela;.lui Surat
dengan Nomor 650/0613 mengenai Aspek Tata Ruang, Dalam surat tersebut,
Bappeda Kabupaten Bantil menyatakan bahwa lokasi yang akan digunakan
sebagai perumahan dapat diizinkan mengingat tidak berada pada lahan sawah
subur beririgasi teknis. Namun demikian, karena area yang dipergunakan oleh
PT. Cipta Satiti dalam proyek pembangunan perumahan berada cukup dekat
dengan area pertanian , maka dalam pelaksanaan proyek PT. Cipta Satiti harus
memperhatikan beberapa faktor, yaitu:

a. Drainase lingkungan yang harus diarahkan ke bagian barat (selokan

buangan), sehingga tidak mengganggu irigasi bagian selatan.
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¢. Mendapatkan izin dari masyarakat setempat.

PT. Cipta Satiti juag telah memperoleh rekomendasi dari Dinas
Pengairan bahwa tanah bukan lahan pertanian. Rekomenasi tersebut diberikan
melalui Surat Nomor 653/094 dari Dinas Pengairan yang menyatakan bahwa
Dinas tersebut menyetujui atau memberikan rekomendasi kepada PT. Cipta
Satiti untuk pembangunan perumahan di ]jusun Wanujoyo, Desa Srimartani,
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dengan beberapa ketentuan.
Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Keberadaan saluran pemmbawa maupun pembuang yang ada tetap
difungsikan. |

b. Saluran pembuang dari Komplek Perumahan harus dialirkan ke saluran
pembuang maupun sungai atau afur yag ada.

¢. Untuk rnele_starikan konservasi air tanah, harus dibuat sumur-sumur
peresaparn.

d. Untuk penempatan tapak Bangunan harus disesuaikan dengan peraturan
yang ada, khususnya garis sepadan jaringan irigasi, berdasarkan Perda
DIY Nomor 13 Tahun 1990 tentang Garis Sepadan Irigasi sebagaimana
uraian berikut.

1) Untuk Bangunan:



80

b) 3 m, dari saluran tepi dengan kemampuan I sampai dengan 4
m’/detik
c) 2 m, dari saluran tepi dengan kemampuan kurang dari 1 m*/detik
2) Untuk Pagar
a) 3 m, dari saluran tepi dengan kemampuan 4 m’/detik
b) 2 m, dari saluran tepi dengan kemampuan 1 sampai dengan 4
m’/detik
¢) 1 m, dari saluran tepi dengan kemampuan kurang dari 1 m’/detik
Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa pelaksanaan
pembangunan perumahan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan |
seperti halnya izin pembangunan rumah tinggal biasa yang dilakukan oleh
perorangan secara pribadi. Perbedaannya hanya terletak pada dokumen-
dokumen perizinan. Pada perizinan pernbangunz.m perumahan yang
dilakyukan oleh perusahaan, diperlukan adanya tahap persetujuan prinsip, tata
ruang, dan izian lokasi. Hal ini dapat diketahui dari has'il wawancara
penelitian dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi pada Dinas
Perizinan Kabupaten bantul sebagaimana berikut.
“Perizinan perumahan seperti halnya perizinan pembangunan
rumah tinggal biasa, dilaksanakan oleh Dinas Perizinan dengan

cara, pemohon izin mengajukan permohonan IMB. Namun untuk
mermmahan. harus melalui tahapan persetujuan prinsip, tata ruang,



87

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa proses perizinan
pembangunan perumahan diatur melalui undang-undang, yaitu Perda dan
Perbup. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan Kepala

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

sebagaimana berikut.

» Perizinan pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul telah
diatur dalam Perda dan Perbup, dan penyelenggaraan perizinan

mendasarkan pada Perda dan Perbup tersebut” (klasil Wawancara,
2013)

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa
proses perizinan pembangunan perumahan telah diatur melalui Perda dan
Perbup. Dalam pelaksanaannya, perizinan pembangunan perumahan yang
dilakukan oleh“‘ perusahaan tidak memiliki perbedaan yang signifikan _
mengenai proses periiinan pembangunan perumaban oleh perusahaén dengan
rumazh tinggal biasa. Perbedaannya hanya terletak pada dokumen'persetlijuan
prinsip, tata ruang, dan izian lokasi. PT. Cipta Satiti telah memperoleh
dokumen persetujuan izin prinsip dari Bupati Bantul dengan Nomor
593/2363. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 1okasi-yang digunakan
oleh PT. Cipta Satiti dalam pembangunan perumahan telah sesuai dengan
_arghan peruntukan yang tertuang dalam RDTR Kawasan Kecamatan

Piyungan. Selain itu, telah dinyatakan pula bahwa rencana pembangunan

tersebut dapat memberikan keuntungan bagi daerah kabupaten Bantul dalam

- 1 n a:
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masa yang akan datang, dan diperkirakan akan mampu merangsang serta
meningkatkan mobilitas sosial ekonomi daerah di sekitarnya. Hal itulah yang
menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk memberikan izin prinsip
kepada PT. Cipta Satiti.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen-dokumen perizinan yang
dimiliki oleh PT. Cipta Satiti sebelumnya telah dipahami langkah-langkah
perizinan yang dilakukan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Perizinan Kabupaten bantul
sebagaimana berikut.

“Darj persetujuan prinsip oleh Bupati, lalu izin tata ruang oleh

DPU, izin lokasi oleh Dinas Perizinan, Pengesahan Site Plan oleh

DPU, dan IMB oleh Dinas Perizinan” (Hasil Wawancara, 2013).

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sebagaimana kutipan berikut.

“Tahap-tahap pemohon mengajukan permohonan prinsip kepada

Bupati, kemudian persetujuan tata ruang ke DPU, klasifikasi atau

izin lokasi ke BPN atau Dinas Perizinan, pengesahan site plan ke

DPU, dan IMB perumahan ke Dinas Perizinan” (Hasil Wawancara,

2013). :

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga memberikan
keterangan yang sama, yaitu

“Diawali dengan persetujuan prinsip dari Bupati, lalu kesesuaian

tata ruang dan DPU, kemudian diklarifikasi dari BPN atau izin

lokasi dari Dinas Perizinan, pengesahan Site Plan dari DPU, lalu -

pengesahan dokumen perencanaan (untuk bangunan tertentu) dari
No1T Lemudian dokumen lingkungan dari BLH, dan IMB dari
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Hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan proses perizinan terdapat beberapa tahap yang harus dijalankan
oleh pemohon, yang dalam hal ini adalah perusahaan pengembang
perumahan. Tahap-tahap pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan
tersebut antara lain melakukan permohonan izin prinsip dari Bupati Bantul,
pengurusan izin tata ruang dari DPU, melakukan pengurusan izin lokasi ke
BPN atau izin lokasi dari Dinas Perizinan, melakukan pengesahan Site Plan
dari DPU, kemudian melakukan permohonan dokumen lingkungan dari BLH,
dan IMB dari Dinas Perizinan.

Surat Jzin Mendirikan Bangunan Yyang diterbitkan oleh Dinas
Perizinan wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan di dalam
wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bantul. Izin Mendirikan
Bangunan diberikan dengan tujuan penataan baﬁgunan yang sesuai dengan
rencana tata ruang kota. Pelf;ksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Izin Mendirikan Banguna:n yang
selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan, mengubah
bentuk dan fungsi bangunan Izin Mendirikan Bangunan selanjutn)ia disingkat
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa IMB adalah izin yang diberikan

untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan
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Pemberian IMB sebagai peruwujudan dari perizinan pembangunan
perumahan ‘yang dilaksanakan di Kabupaten bantul tentunya memiliki tujuan
tersendiri. Tujuan tersebut dapat diketahui dari hasil kutipan wawancara
dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan berikut.

Tujuan dilaksanakannya perizinan ya sebagai pelaksanaan fungsi

kepastian hukum pada masyarakat sebagai produk legal perizinan

perumahan. Selain itu juga pelaksanaan fungsi pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan” (Hasil Wawancara, 2013).

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa perizzinan
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memperoleh legalitas perizinan
perumahan. Selain itu, perizinan juga dilakukan untuk mengatur,
mengendalikan, dan mengawasi pembangunan di Kabupaten Bantul. Hal ini
juga didukung oleh keterangan dari Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengeﬂdalian Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sebagaimana kutipan
berikut.

"Yang pertama untuk mengatur dan mengendalikan perumahan,

lalu untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni perumahan

maupun masyarakat sekitar, dan untuk menjaga kelestarian

lingkungan” (Hasil Wawancara, 2013).

Hasil wawancara di atas juga menubjukkan bahwa pelaksanaan
perizinan dalam pembangunan perumahan  dilakukan dalam rangka

pengaturan dan pengendalian terhadap pembangunan perumahan. Hal ini juga

dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Pelayanan

e - 1 1
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yang hampir sama bahwa pelaksanaan izin pembangunan perumahan
dilaksanakan dengan tujuan untuk “sengendalian perumahan, ruang,
bangunan, alth fungsi lahan, dan lingkungan” (Hasil Wawancara, 2013).
Mengingat pesainya pertumbuhan penduduk, tentun);a peningkatan
kebutuhan akan perumahan juga mengalami  peningkatan. Untuk
mengendalikan agar penggunaan lahan perumahan tidak mengganggu
peruntukan lainnya, maka perlu dilakukan perizinan dalam pembangunan
perumahan. Kepala Bidang Pendataan dan Penctapan mengemukakan alasan
perlunya perizinan sebelum melaksanakan —pembangunan perumahan
sebagaimana berikut.
“Karena pembangunan perumahan harus diatur dan diarahkah pada
kawasan atau wilayah yang tepat atau kawasan perumahan
sehingga bisa terjaga sinergisitas pembangunan dengan kawasan
yang lain, dan juga kawasan pertanian sebagai upaya
mempertahankan _‘produktivitas pangan atau ketahanan pangan”
(Hasil Wawancara, 2013). '
Berdasa:rkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan
perumahan seharusnya dilaksanakan di kawasan atau wilayan yang telah
diperuntukkan bagi perumahan. Hal ini dilakukan agar sinergisitas
pembangunan dengan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi sektor lain
seperti halnya Kkawasan pertanian. Dalam pembangunan perumaha,

diharapkan kawasan yang digunakan tidak mengganggu kawasan pertanian

agar produkfivitas pangan tidak terganggu. Hasil wawancara ini juga

- " — 1
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Pengawasan dan Pengendalian yang menyatakan bahwa perizinan perlu
dilakukan untuk pengendalian agar tercipta suatu keteraturan alam tata ruang
daerah Kabupaten Bantul.

Pentingnya izin pembangunan perumahan juga dirasakan oleh pihak
pengembang, yaitu PT. Cipta Satiti. Hal ini dapat diketahui dari hasil
wawancara penelitian dengan Pemilik dan Direktur PT. Cipta Satiti. Pihak PT.
Cipta Satiti menyatakan persetujuannnya akan adanya kewajiban untuk
melakukan pengurusan izin pembanginan perumahan. Bagi pihak
pengembang izin pembangunan perlu agar ada kepastian kepemilikan rumah.
Dengan adanya izin tersebut, legatilasnya menjadi pasti sehingga tidak ada
unsur penipuan bagi pembeli rumah. Dampak positif dari peldksanaan
pengurusan izin pembangunarn perumahan adalah pengembang perumahan
selalu tunduk pada aturan undang-undangan sehingga tidak merugikan pihak
Ke-3 dan konsumen mendapat legalitas kepemilikan rumah.

Dalam melaksanakan izin pembangunan perumahan, PT. Cipta Satiti
terlebih dulu mencoba bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini
dikemukakan oleh Direktur PT. Cipta Satiti, yang menyatakan bahwa
“tahapan pengurusan izin pembangunan perumahan dilakukan dengan

sosialisasi dengan warga sekitar, ke Bappeda tentang RUTRK, dinas-dinas

LI L RS PR |
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Wawancara, 2013). Sosialisasi tentunya perlu dilakukan untuk mendapatkan
izin dari masyarakat sekitar.

Pengurusan izin pembangunan perumahan di Kabupaten Bantul harus
dilakukan oleh pengusaha yang berbadan huicum. Hal ini dikemukakan oleh
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan, serta Kepala Bidang Pengawasan dan Penpendalian. Hal ini juga
diatur dalam Perda dan Perbup. Sebagaimana dikemukakan dalam Perda
Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan bangunan,
bahwa badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya

atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan,. memperbaiki atau



94

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pembangunan Perumahan
oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul
a. Kendala dari Dinas Perizinan Kabupaten Bantul

Di Kabupaten bantul, Dinas yang bertugas dan memiliki
wewenang untuk memberikan izin dalam pembangunan perumahan adalah
Dinas Perizinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa
Dinas Perizinan telah siap untuk melakukan pengurusan perizinan. Tidak
ada kendala mengenai proses perizinan. Kesiapan Dinas Perizinan tersebut
dapat dipahami dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan
dan Informasi, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, serta Kepala
Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Dalam wawancara tersebut,
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan, serta Kepala Bidang Pengawasan d.an Pengendalian
menyatakan bahwa Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sudah siap untuk
melaksanakan perizinan baik secara teknik maupun nonteknis.

Apabila ditinjau dari pihak Dinas Perizinan Kabupaten bantul
dapat dipahami bahwa Dinas Perizinan telah siap untuk melaksanakan
proses perizinan pembangunan perumahan.

Dalam' pelaksanaan perizinan, terdapat berbagai SKPD yang turut

terlibat, seperti halnya Bappenas, DPU, BKN, Dinas Pengairan, dan lain

= 1 1 -
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melaksanakan perizinan adalah sebagai Dinas yang melaksanakan izin
lokasi dan IMB. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
mengemukakan sebagaimana kutipan bertkut.

"Proses izin masih ditangani banyak instansi/SKPD, yaitu

Bupati/Bappeda, DPU, BPN, BLH, Dinas Perizinan. Dengan

kata lain proses perizinan panjang dan lama” (Hasil

Wawancara, 2013).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Dinas Perizinan perlu
berkoordinasi dengan Bupati atau bappenda, DPU, BPN, BLH, dan Dinas
Pengairan. Semakin banyak SKPD yang harus bekoordinasi, tentunya
semakin panjang pula proses perizinan yang harus dilaksanakan. Selain
itu, proses perizinan juga memakan waktu yang lama.

Kendala dari Pihak PT. Cipta Satiti )

Proses perizinan tidak ada kendala, hanyﬁ saja Pemilik PT. Cipta
Satiti menyatakan harapannya agar waktu dikeliarkannya izin tidak terlalu
Jama dan tepat waktu. Namun demikian, secara keseluruhan P'f. Cipta
Satiti sudah merasa puas dengan pelaksanaan perizinan di Kabupaten
Bantul.- Namun demikian, karena pemohon banyak dan sekaligus,
sedangkan sumber daya manusia, komputer, serta sarana dan prasarana
terbatas, maka proses perizinan dapat memakan waktu yang lebih lama.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan pemukiman menyebabkan

lahan pemukiman semakin terbatas. Namun demikian, tidak seluruh lahan

™ ...
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tentunya juga menyediakan lahan bagi pertanian dan sektor-sektor lainnya
sebagai lahan produktif. Untuk mengatur hal tersebut, Pemerintah
Kabupaten bantul telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam
pelaksanakan pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
sangat diperlukan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut merupakan salah satu
upaya perencanaan program pembangunan yang memperhatikan suatu
tatanan wilayah yang terpadu dan teratur.

Pertumbuhan pemﬁkiman dan perumaban berbanding lurus dengan
pertumbuhan industrialisasi di Bantul. Saat ini, beberapa wilayah di
Bantul sedang marak pembangunan pemukiman dan perumahan.
Pembangunan pemukiman dan perumahan ini juga menginginkan tempat

. yang strategis, yaitu berdekatan dengan wilayah perkotaan dan memiliki
kemudahan aksesibilitas jalan. Maraknya pembangunan pemukiman ini
memiliki potensi konflik kepentingan dengan grand desain tata ruang
wilayah di Bantul. Oleh karena itu, hal inilah yang turut menjadi kendala
bagi pemberian izin pembangunan' perumahan di Kabupaten Bantul.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten Bantul
Sejak pemerintah méncampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan

dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Salah

™ v+ LA
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hukum administrasi negara, izin merupakan sebuah keputusan yang
dikeluarkan oleh organ pemerintah, di dalamnya terkandung suatu muatan hal
yang bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai keputusan tata usaha
negara maka izin ini harus memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sehingga izin sebagai bentuk keputusan tata usaha negara merupakan salah
satu dimensi relasi yuridis antara pemerintah dan warganya.

Di sisi lain, perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah
yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat
“berupa_pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Impliksasinya
adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan
dalam. izin tidak terpenuhi maka ada berdampak terhadap izin itu sendiri.
Qalah satu bentuk ketidakterpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun
larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan
pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah

mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-
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Agar pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum
maka dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan
sanksi demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan
juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas
bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun
sanksi perdata. Dalam konteks pelanggaran di bidang perizinan, mengingat
pengaturan perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah
atau sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu dimana kedekatan
aspek administratifnya lebih besar, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di
bidang perizinan. »

Dalam perizinan pembangunan perumahan yang dilaksanakan di
Kabupaten Bantul oleh PT. Cipta Satiti dapat diketahui bahwa tidak ada
pelanggaran izin yang terjadi. Keterangan pelanggaran yang terjadi pada
setiap tahap pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan di Kabupaten
Bantul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Pelanggaran pada Tahap Pelaksanaan Perizinan

Pelanggaran oleh Pelanggaran oleh PT.
No Tahap nginas gipta Satiti
1 | Persetujuan prinsip Tidak ada Tidak ada
2 | Kesesuaian aspek tata Tidak ada Tidak ada
ruang
3 | Tzin klarifikasi atau izin Tidak ada Tidak ada -
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4 | Pengesahan site plan Tidak ada Tidak ada

5 | Dokumen pengelolaan Tidak ada Tidak ada
lingkungan hidup

6 | Ljin Mendirikan Tidak ada Tidak ada
Bangunan

Sumber: Hasil Wawancara (2013)

Perbandingan antara idealia (das sollen) dan realita (das sein) yang

terjadi dalam pengurusan izin pembangunan perumahan dapat dilihat pada

tabel berikut.

- Tabel 3.

Das Sollen dan Das Sein Perizinan Pembangunan Perumahan-

Das Sollen : Das Sein
Persetujuan prinsip Implementasi peraturan berhasil
Kesesuaian aspek tata ruang Implementasi peraturan berhasil
Izin klarifikasi atau izin lokasi Implementasi peraturan berhasil -
Pengesahan site plan Implementasi peraturan berhasil
Dokumen pengelolaan | Implementasi peraturan berhasil
lingkungan hidup
Tjin Mendirikan Bangunan Implementasi peraturan berhasil

Das Sein berarti keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang,
sedangkan das Sollen berarti apa yang dicita-citakan. Dalam hal perizinan
pembangunan perumahan diketahui bahwa tidak terjadi .perbedaan antara

realita yang terjadi dengan idealita yang terdapat dalam peraturan mengenai
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dicita-citakan sudah berhasil terlaksana melalui implementasi peraturan
mengenai perizinan pembangunan perumahan.

Pelanggaran tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Dinas
Perizinan sebagai pemberi izin maupun PT. Cipta Satiti sebagai pemohbn izin.
Dinas Perizinan tidak pernah melaksanakan tahap diluar peraturan yang
berlaku. Dinas perizinan juga tidak pernah memberikan tambahan biaya atas
pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan. Hal ini dikemukakan
oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi, kepala Bidang Pendataan dan
penetapan, serta Kepala Bidang Pegawasan dan Pengendalian.

Adapun biaya yang dikenakan dalam pengurusan izin adalah sebesar
retribusi perizinan sesuai dengan Perda Nomor Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dalam
peraturan tersebut dinyatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan
pemberian IMB. Besarnya retribusi perizinan pembangunan perumahan
dibayarkan menurut Surat Ketetapan Retribusi Daerah 'yang selanjutnya
disebut surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

Apabila dilihat dari segi pemohon atau P'f. Cipta Satiti juga diketahui

bahwa tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pengurusan perizinan,

PR by aema
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mengindikasikan bahwa tertib administrasi telah berjalan dengan baik di
Kabupaten Bantul, khususnya pada Dinas Perizinan. Hal ini dapat terjadi
karena pihak pengembang dan masyarakat telah memahami tahap-tahap dan
prises perizinan. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui sosialisasi yang
diberikan oleh Dinas Perizinan. Hal ini dapat diketahui melalui kutipan
wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana

berikut.

«“Peraturan tentang perumahan bisa diakses bebas oleh masyarakat,

sosialisasi melalui media cetak, online, TV, radio, dan juga

sosialisasi langsung pada target” (Hasil Wawancara, 201 3).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Dinas Perizinan sebagaimana kutipan berikut.

“pemberian informasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi,

siaran TV atau radio, leaflet, pemberian informasi oleh petugas

Dinas Perizinan, dan melalui website” (Hasil Wawancara, 2013).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dihapami bahwa Dinas
Perizinan telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan tentang
perumahan dan perizinan perumahan. Namun demikian, meskipun peraturan
yang ada sudah cukup memadai, serta telah dilakukan sosialisasi mengenal

perizinan pembangunan perumahan, akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu, juga belum ada



